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BAB1I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Pemerintah Kota Padang Panjang memasuki babak baru dalam pelaksanaan

pembangunan yakni periode lima tahunan kedua RPJPD Kota Padang Panjang Tahun
2005 - 2025 yang memiliki Visi “ KOTA YANG MAJU, LESTARI, DAN ISLAMI”
kemudian dengan telah berakhirnya jabatan Walikota dan Wakil Walikota Padang
Panjang periode 2008-2013, Pemerintah Kota Padang Panjang melalui Komisi
Pemilihan Umum Kota Padang Panjang telah melakukan Pemilihan Kepala Daerah
pada tanggal 4 Juli 2013 dan telah terpilih pasangan H. Hendri Amis,BSBA dan dr.H.
Mawardi, MKM sebagai Walikota dan Wakil Walikota untuk periode 2013-2018.
Sebagaimana yang diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Pemerintah Daerah harus
menyiapkan RPJM Daerah yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi Kepala
Daerah terpilih dan program Kepala Daerah, dimana penyusunannya berpedoman
pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional serta RPJMD Pemerintah
Provinsi yang memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan
Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan
Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana
kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
Sebagai tindaklanjutnya diperlukan perencanaan pembangunan yang akan
berperan sebagai pendorong dan mengendalikan proses pembangunan secara lebih
cepat dan terarah. Karena itu diperlukan penyusunan dokumen perencanaan
pembangunan dacrah sebagai bagian integral dari perencanaan pembangunan
nasional. Mengakomodir hal tersebut, maka Pemerintah Kota Padang Panjang telah
merumuskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Padang Panjang Tahun 2013-2018 yang ditetapkan dengan Peraturan Dacrah Kota
Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2014. Pelaksanaan dari RPJMD tersebut dijabarkan
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dalam Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah
Kota Padang Panjang.

Sektetariat Daerah Kota sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kota Padang
Panjmgtmnmyahanmberkomibusidalammemukseskanpembmgmandaemh
yang akan dirumuskan menjadi Renstra SKPD yang akan memuat visi, misi, tujuan,
strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang akan disusun sesuai
dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang yang akan menjadi
pedoman bagi perencanaan strategis dalam 5 tahun mendatang untuk periode 2013-
2018.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Sekretariat Dacrah Kota Padang Panjang
Tahun 2013 - 2018 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008;

3. UndangUndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,;

4. Undang—Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005 —2025;

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

6. Undang-Undang Nomir 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup;

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang—Undangan;

9 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah;
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10.

11

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional,

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 —2014;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ;
Peraturan Dacrah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat
DPRD Kota Padang Panjang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Padang Panjang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan
Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat
DPRD Kota Padang Panjang;

Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025.
Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Padang Panjang
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sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang
Nomor 2 Tahun 2013 ;

19. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2014
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Padang Panjang Tahun 2013-2018.

20. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 29 Tahun 2016 tentang Tugas
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat
Daerah Kota Padang Panjang.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud :

Adapun maksud dari penyusunan Renstra Sekretariat Daerah adalah agar
tersedianya suatu dokumen rencana strategis yang sistematis, terarah, terpadu,
komprehensif yang memungkinkan adanya konsistensi perumusan perencanaan

program dan kegiatan di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang Tahun

2013-2018.

Tajuan :

Tujuan dari penyusunan Renstra ini antara lain adalah sebagai salah satu
panduan dalam perumusan kebijakan umum, program dan kegiatan pada bagian-
bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018.

1.4. Sistematika Penulisan
Renstra Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013-2018 disusun
dengan sistematika sebagai berikut :
BAB1 PENDAHULUAN
Dalam Bab ini dipaparkan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan
Tujuan, dan Sistematika Penulisan Renstra Sekretariat Dacrah Kota Padang
Panjang Tahun 2013-2018.
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BABII GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA
PADANG PANJANG
Dalam Bab ini dipaparkan Gambaran Pelayanan Sekretariat Daerah Kota
Padang Panjang yang meliputi Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur
Organisasi, Sumberdaya, Kinerja Pelayanan, serta tantangan dan peluang
pengembangan pelayanan pada Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang.

BABIII ISU — ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
Dalam Bab ini dipaparkan tentang Identifikasi permasalahan berdasarkan
tugas dan fungsi pelayanan, Telaahan visi, misi dan program Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Telaahan Renstra
Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi, Telaahan terhadap Rencana
Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan
Penentuan isu-isu strategis.

BAB 1V VISL MISL TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBUJAKAN
Pada Bab ini dipaparkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan
Kebijakan Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang untuk lima tahun
kedepan (tahun 2013-2018).

BABYV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Dalam Bab ini dipaparkan tentang Rencana Program dan Kegiatan,
Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Sekretariat
Daerah Kota Padang Panjang untuk lima tahun kedepan (tahun 2013-2018).

BAB VI INDIKATOR KINERJA SEKRETARIAT DAERAH YANG MENGACU
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Indikator Kinerja Sckretariat Dacrah Kota Padang Panjang yang Mengacu
pada Tujuan dan Sasaran RPJMD untuk lima tahun kedepan (tahun 2013-
2018).

BAB Vi1 PENUTUP
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BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH
KOTA PADANG PANJANG

2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota

Padang Panjang

Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang merupakan salah satu Perangkat
Daerah,yangsusmnor@nisasidanmtakmjanyaditeiapkandenganPemunan
Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah dan Perwako Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.

Dalam Pasal 2 Kota Padang Panjang Perwako Nomor 29 Tahun 2016
ditegaskan bahwa Kedudukan Sekretariat Daerah merupakan unsur Staf Pemerintah
Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Walikota. Selanjutnya dalam pasal ini dijelaskan bahwa
Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyusun kebijakan
dan mengkoordinasikan administratif terhadap Pelaksanaan tugas perangkat daerah
serta pelayanan administratitif.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :
Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
Pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;
Pemantaizan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada perangkat
daerah; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
Memahami apa yang telah dikemukakan di atas, maka Sekretariat Daerah

e~ 0 o P

disamping sebagai koordinator penyusunan kebijakan pemerintah daerah dalam
penyelenggaraan urysan yang menjadi kewenangan pemerintahan  daerah,
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pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah juga memberikan
pelayanan dan pembinaan teknis administrasi bagi seluruh Perangkat Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat Daerah Kota
Padang Panjang mempunyai susuman organisasi yang terdiri dari Sekretaris Daerah
(eselon IT A), 3 (tiga) staf ahli (eselon II B), 3 (tiga) Asisten (eselon I B), 9 (sembilan)
Bagian (eselon III A) serta 25 Sub Bagian (eselon IV A).

1. Staf AhlL.
a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik ;

Mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian, penganalisaan dan

pengembangan terhadap semua kebijakan pemerintah dibidang Pemerintahan,

hukum dan politik baik yang telah ditetapkan maupun yang akan ditetapkan,
memberikan saran, masukan dan pendapat kepada Walikota berdasarkan data
pengkajian dan penganalisaan sesuai dengan teori-teori ilmu pengetahuan dan
peraturan  perundang-undangan yang berlaku serta melakukan koordinasi
dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/instansi terkait sesuai dengan bidang
tugasnya.

b. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Kenangan dan Pembangunan;

Mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian, penganalisaan dan

pengembangan terhadap semua kebijakan pemerintah dibidang ekonomi,

keuangan dan Pembangunan baik yang telah ditetapkan maupun yang akan
ditetapkan dan memberikan saran, masukan dan pendapat kepada Walikota
berdasarkan data pengkajian dan penganalisaan sesuai dengan teori-teori ilmu
pengetahuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan
koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/instansi terkait sesuai
dengan bidang tugasnya.

c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM;

Mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian, penganalisaan dan

nengembangan terhadap semua kebijakan pemerintah dibidang Kemasyarakatan

dan SDM, baik yang telah ditetapkan maupun yang akan ditetapkan dan
memberikan saran, masukan dan pendapat kepada Walikota berdasarkan data
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pengkajian dan penganalisaan sesuai dengan teori-teori ilmu pengetahuan dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan koordinasi
dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/instansi terkait sesuai dengan bidang
tugasnya.
2. Asisten.
a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, mempunyai tugas membantu
Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, pengkoordinasian, fasilitasi,
pembinaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi urusan Pendidikan,
Kesehatan, Sosial, Trantibum dan Linmas, Kebudayaan, Pariwisata,
Kepemudaan dan Olah Raga, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Perpustakaan, Kearsipan,
Keagamaan, Kecamatan, penyusunan produk hukum, pemberian bantuan
hukum, perlindungan dan penegakan hak azazi manusia, serta pengkoordinasian
perangkat daerah yang meliputi :

- Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;

- Dinas Keschatan;

- Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak;

- Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,

- Dinas Pariwisata,

- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan

- Kecamatan.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari:

a.l Bagian Pemerintahan ;
Mempumnyai tugas
mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan

operasional, mengelola,
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program dan kegiatan terkait fasilitasi perumusan kebijakan urusan
Trantibum Linmas, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
Perpustakaan, Kearsipan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kecamatan.
Bagian Pemerintahan terdin dar :
1) Sub Bagian Pemerintahan umum;
2) Sub Bagian Otonomi Daerah; dan
3) Sub Bagian Pembinaan Wilayah dan Kerjasama.

a.2 Bagian Kesejahteraan Rakyat ;
Mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola,
mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan
program dan kegiatan terkait fasilitasi perumusan kebijakan, fasilitasi
pembinaan urusan pendidikan, kesehatan, sosial, pariwisata, kebudayaan,
kepemudaan dan olah raga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan keagamaan.
Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :
1) Sub Bagian Bina Pendidikan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
2) Sub Bagian Bina Kesejahteraan Sosial; dan
3) Sub Bagian Bina Keagamaan dan Budaya;

a.3 Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
Mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola,
mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan
program dan kegiatan di bidang hukum dan HAM.
Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri dari :

1) Sub Bagian Perundang-undangan;

2) Sub Bagian Dokumentasi Hukum; dan

3) Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM ;.
b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
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Asisten Perekonomian dan Pembangunan, mempunyai tugas membantu
Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan, pengkoordinasian, fasilitasi,
pembinaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi urusan Pangan, Pertanian,
Kelautan dam Perikanan, Penanaman Modal dan PTSP, Koperasi dan UKM,
Perdagangan, Perindustrian, Tenaga Kerja, Lingkungan Hidup, Perhubungan,
PU dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman, Komunikasi dan Informasi, Statistik, Persandian,
BUMD)/Perbankan, serta pengkoordinasian perangkat daerah yang meliputi :
- Dinas Pangan dan Pertanian;
- Dinas Penanaman Modal dan PTSP;
- Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;,
- Dinas Perhubungan;
- Dinas PU dan Penataan Ruang;
- Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup; dan
- Dinas Komunikasi dan Informatika.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari:
b.1 Bagian Perekonomian;
Mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola,
mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan
program dan kegiatan terkait koordinasi pembinaan pengembangan potensi
dan ekonomi daerah, pengembangan jaringan ekonomi dan pemasaran serta
melaksanakan fasilitasi perumusan kebijakan urusan Pangan, Pertanian,
Kelautan dan Perikanan, Penanaman Modal dan PTSP, Koperasi dan
UKM, Perdagangan, Perindustrian, Tenaga Kerja, dan Lingkungan Hidup,
serta perbankan dan lembaga keuangan non bank.
Bagian Perekonomian terdiri dari :
1) Sub Bagian Bina Produksi Daerah,;
2) Sub Bagian Bina Pengembangan Ekonomi Dacrah; dan
3) Sub Bagian Bina Sarana dan Kelembagaan Ekonomi Daerah.
b.2 Bagian Pengendalian Pembangunan;

Renstra Sekvetariat Daerak Kota Padang Panjang Perubahan Tahunr 2013-2018 10



Mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola,
mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan
program dan kegiatan terkait penyusunan pedoman dan petunjuk tekmis,
pengendalian pembangumam serta melaksanakan fasilitasi perumusan
kebijakan, koordinasi urusan Perhubungan, PU dan Penataan Ruang,
Pertanahan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Komunikasi
dan Informasi, Statistik dan Persandian.

Bagian Administrasi Pembangunan terdiri dari :

1) Sub Bagian Administasi Program;

2) Sub Bagian Pengendalian Kegiatan, dan

3) Sub Bagian Bina Infrastruktur.

b.3 Bagian Perencanaan dan Anggaran;

Mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola,
mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan
program dan kegiatan di bidang perencanaan dan anggaran.

Bagian Perencanaan dan Anggaran terdiri dari :

1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
2) Sub Bagian Keuangan.

c. Asisten Administrasi Umum

Asisten Administrasi Umum, mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah
dalam perumusan kebijakan, pengkoordinasian, fasilitasi, pembinaan,

pengendalian, pemantauan dan evaluasi urusan organisasi dan ketatalaksanaan,

pelayanan publik, pelayanan interent, pelayanan barang dan jasa, serta urusan

penunjang  keuangan,  perencanaan, penelitian  dan  pengembangan,
kepegawaian dan diklat serta pengkoordinasian perangkat daerah yang meliputi:

Sekretartiat DPRD;

Inspektorat;

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;,
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
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- Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM; dan
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kesbangpol.
Asisten Administrasi Umum terdiri dari :
c.1 Bagian Organisasi
mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola,
mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan
program dan kegiatan di bidang organisasi.
Bagian Organisasi terdiri dari :
1) Sub Bagian Kelembagaan,;
2) Sub Bagian Tata Lakasana;
3) Sub Bagian Aparatur dan Kinerja.
¢.2 Bagian Umum
Bagian Umum mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola,
mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan
program dan kegiatan dibidang umum
Bagian Umum terdiri dari:
1) Sub Bagian Umum;
2) Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;
3) Sub Bagian Layanan Pengadaan.
¢.3 Bagian Protokoler dan Dokumentasi
Bagian Protokoler dan Dokumentasi mempunyai tugas merencanakan
operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi
dan melaporkan program dan kegiatan dibidang Protokoler dan
dokumentasi
Bagian Protokoler dan Dokumentasi terdiri diri
1) Sub Bagian Protokoler,
2) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi;

3) Sub Bagian Layanan Pengadaan.
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2.2. Sumber daya Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat Daerah Kota
Padang Panjang perlu didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia yang
memadai. Adapamgambmmkepe@mianmda&hemﬁatDaemhKotaPadang
Panjang seperti terlihat pada Tabel 2.1. berikut ini :

Tabel. 2.1.
Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang

Menurut Golongan Tahun 2017

[ 1 Sekdako - _ _ 1 R ]
2 Staf ahli . . j 3 ] 3
3 Staf pada staf ahli - - 2 2
4 Asisten - - - 3 R 3
5 Bagian Pemerintahan - 5 1 - 3
6 Bagian Hukum dan HAM - - 6 1 - 7
7 Bagian Organisasi - 1 4 3 . 8
8 Bagian Kesejahteraan Rakyat - 2 4 2 - 3
9 Bagian Perekonomian - - 4 1 - 5
10 | Bagian Penendalian
Pembangunan - 1 6 3 - 10
11 Bagian Umum 2 15 5 1 25
12 Bagian Perencanaan dan
Anggaran - 4 | 8| -] 1 13
13 Bagian Protokoler i 6 g : ] s
Jumlah 2 31 | 50§ 22 108

Sumber : Bagian Organisasi Setdako Padang Panjang Tahun 2017
Adapun perbandingan jumlah PNS menurut golongan tersebut dapat dilihat
dari grafik di bawah ini:
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Grafik 2.1.
Jumlah Pegawai menurut Golongan

m| @il =i =V ®=PH

20%

Sumber : Bagian Organisasi Setdako Padang Panjang Tahun 2013, diolah.
Selanjutnya bila dilihat latar belakang pendidikan pegawai Sekretariat Daerah
Kota Padang Panjang seperti terlihat pada Tabel 2.2 di bawah im :
Tabel 2.2

Jumlah Pegawai Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang
Menurut Latar Belakang Pendidikan Umum

Tahun 2017
Kualifikasi Pendidikan
No Uraian Unit Kerja
SD | SLTP | SLTA| Dt | S1 | S2 | S3 | Jml
1 | Sekdako = = - - - - 1 1
2 | Staf ahh . . e 1 4 . 5
4 | Asisten - - < | = 3 - : 3
5 | Bagian Pemerintahan | _ = 4| - 4 = . 8
6 | Bagian Hukum dan
HAM - - 1]- 16 |- |- L
7 | Bagian Organisasi ; . 2| . 5 1 .
8 | Bagian Kesejahteraan
Rakyat - = 3{- 5 = = 8
9 | Bagian Perckonomian | _ N - 4 1 - 5
10 | Bagian Pengendalian
Pembangunan - - 1] - 9 5 = 10
11 | Bagian Umum 2 3 112 5 2 |- 25
12 | Bagian Perencanaan
dan Anggaran = . 502 6 - - 13
13 | Bagian Protokoler . - 6l3 6 15
Jumlah 2 13 33 7 54 {8 1 108

Sumber : Bagian Organisasi Setdako Padang Panjang, 2017

Renstra Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang Perubahan Tahun 2013-2018 14



Adapun perbandingan jumlah PNS menurut latar belakang pendidikan umum
tersebut dapat dilihat dari Grafik 2.2. di bawah ini :
Grafik 2.2.
Jumlah Pegawai berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Umum

@mSD mSLTP mSLTA ®mDII mS1 @S2 1S3

Sumber : Bagian Organisasi Setdako Padang Panjang Tahun 2017, data diolah.

Adapun gambaran umum ketersediaan sarana dan prasarana pada Sekretariat
Daerah Kota Padang Panjang seperti terlihat pada Tabel 2.3 berikut ini :
Tabel 2.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Sekretariat Daerah
Kota Padang Panjang Tahun 2016

Kondisi
No Nama Barang Jumiah Kurang Rusak
Baik Baik Berat
1 2 3 4 5 p.

1 Mobil roda 4 35 35
2 Mobil roda 6 & 4 7
3 Sepeda Motor 46 38 7 1
4 Mesive Ketermn 48 & B 40
5 Lemari besi 4 4

6 Rak besi / Metal 4 4

7 Filling besi / Metal 70 50 20
8 Brangkas 3 2 7

9 Lemari makan arsip 23 23

10 White Board 40 30 70

11 Mesin absensi 2 2
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12 Peralatan genset 1 1
13 DVD 2 2
14 Elektric Pump 1 1
I5 Generalor 1 1
16 | Gewermoy Set )2 1
17 | LCD Proyektor 1 1
18 | Meja televisi 2 2
19 | Mic Wireless 1 1
20 | Microphone 4 4
27 Pompua Air 7 7
22 Power Amplifier ] 1
23 | Sound sistem 1 1
24 Proyector 2 2
25 | Round Cable 1 1
26 Screen Proyector 1 !
27 | Stand Mout Proyector 2 2
28 | Handy Talkie ] 1
29 Layar Screen 10 10
30 | LCD Proyector 2 2
31 | Microphone 1 1
32 Tempat telepon 1 1
33 Wireless 9 9
34 Kamera CCTV ] 1
35 | Argp kanopi 1 1
36 Amplifier 1 1
37 Neon Box 2 2
38 | Plang nama dan kaligrafi 8 8
39 Receiver 1 1
0 |VCD 1 ]
1 2 3 4
41 Tangki minyak 1 1
42 Kursi kayu (set) 1 1
43 | Mejarapat 33 38
44 | Meja makan 2 2
45 | Kursi rapat 965 962 3
46 | Kursi tamu 9 9
47 Kursi putar 64 57 7
48 | Meja biro 64 64
49 | Sofa 16 16
60 | Mesin penghisap debu 2 ! 1
61 | Mesin potong rumput 2 1 I
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62 | Lemaries P 3
63 | AC unit 3 3
64 | Kompor gas / 7
65 | Tabung gas 1 1
66 Televisi 2 9
67 | Compact disc 7 7
68 | Unit power suplay 54 76 o
69 | Camera video T ;
70 | Tangga aluminium 2 2
71 Kaca hias 7 7
72 | Dispenser 16 76
73 | Mimbar Podium 5 P -
74 Handy cam 3 7 P
75 | Alat Pemadam api Portable 30 Y p
76 | Personal Komputer 66 7 %5 p
77__| Laptop 33 10 19 y
78 Note book 2 3
79 Monitor 12 5
80 Printer 87 73 y
81 Scanner 14 P P
82 Server 7 7
83 Router 5 5
84 | Meja kerja Walikota 3 3
85 | Mejo keja pejabot kain-lain PR F
Meja tamu ruangan tunggu pejabat eselon 2
8 | II 2
87 | Meja tamu ruangan biasa 4 4
88 | Meja operator J; 7
89 | Kursi kerjo Walikota 2 2
90 Kaursi kerja eselon I 3 3
9] | Kursi kerja eselon 1l 8 )
92 Kursi kerja pejabat lain-lain 1 1
93 Kamera+ attachment 6 4 2
94 | Proyektor -attuimment 3 3
95 Compact disc. Player 2 2
96 alizer J) 7
97 | Microphone/ wireless mic 10 10
98 M stard 5 5
99 | Power amplifier 6 6
1 2
100 Triky_zj camera I
101 | Mixer PVC 3 2

17
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102 | Loudspeaker

103 | Sound system

104 | Pesawat telephone
105 | Handy talky

106 | Fovswile

107 | Wireless amplifier
108 | Handycam

109 | Braket proyektor
110 | Crossover

177 \ Hardycam
112 | Digital receiver

113 | Mixing amplifier 1
Sumber - Bagian Umum Setdako Padang Panjang, Oktober 2016

da [N W [~

L L

~ w0 [ [N W~
SN
N

2.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa
Sekretariat Daerah memiliki tugas pokok dan fungsi disamping sebagai koordinator
penyusunan kebijakan pemerintah dacrah dalam penyclenggaraan urusan yang
menjadi kewenangan pemerintahan daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan pemerintah daerah juga memberikan pelayanan dan pembinaan teknis

administrasi bagi seluruh Perangkat Dacrah.
Tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang tersebut

dilaksanakan oleh :

a Sekretaris Daerah.
b. Staf Ahli, terdiri dari :
1) Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
2) Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan,
3) Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber daya manusia.
Asisten Pemerintahan dan Kescjahteraan Rakyat, terdiri dari :
1) Bagian Pemerintahan, terdiri dari :
a. Sub Bagian Pemerintahan Umum;
b. Sub Bagian Otonomi Daerah;
c. Sub Bagian Pembinaan Wilayah dan Kerjasama.
2) Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
a Sub Bagian Bina Pendidikan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
b. Sub Bagian Bina Kesejahteraan Sosial;
¢. Sub Bagian Bina Keagamaan dan Budaya;

3) Bagian Hukum dan HAM, teriri dari :
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a. Sub Bagian Perundang-undangan;
b. Sub Bagian Dokumentasi Hukum;
¢. Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM.
d. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari :
1) Bagian Perekonomian, terdiri dari :
a. Sub Bagian Bina Produksi Daerah;,
b. Sub Bagian Bina Pengembangan Ekonomi Daerah;,
c. Sub Bagian Bina Sarana dan Kelembagaan Ekonomi Daerah.
2) Bagian Pengendalian Pembangunan, terdiri dari :
a. Sub Bagian Administrasi Program;
b. Sub Bagian Pengendalian Kegiatan;
c. Sub Bagian Bina Infrastruktur.
3) Bagian Perencanaan dan Anggaran, terdiri dari :
a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
b. Sub Bagian Keuangan.
Asisten Administrasi Umum, terdiri dari :
1) Bagian Organisasi, terdiri dari :
a. Sub Bagian Kelembagaan,
b. Sub Bagian Tata Laksana;
c. Sub Bagian Aparatur dan Kinerja.
2) Bagian Umum, terdiri dari :
a. Sub Bagian Umum;
b. Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga,
c. Sub Bagian Layanan Pengadaan.
3) Bagian Protokoler dan Dokumentasi, terdiri dari :
a. Sub Bagian Protokoler;
b. Sub Bagian Dokumentasi dan Inormasi,
c. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan.

Dalam upaya mencapai indikator kinerja pelayanan, Sekretariat Daerah telah
melaksanakan berbagai program kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam
Rencana Strategis Sekretariat Kota Padang Panjang. Jika ditinjau dari segi urusan,
Sekretariat Dacrah menyelenggarakan beberapa urusan, antara lain : urusan bidang
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Kevangan Daerah, Perangkat

Daerah, Kepegawaian dan persandian dan urusan pertanahan.

2.4. Pencapaian Kinerja Pelayanan

Tinjauan terhadap kinetja pelayanan Sckretariat Dacrah Kota Padang Panjang
Tahun 2014 s/d 2016 dapat diketahui dai tingkat capaian kinerja Sekretariat Daerah
Kota Padang Panjang. Berikut review kinerja pelayanan yang telah dicapai oleh
Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang selama 3 (tiga) tahun terakhir
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Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah
Kota Padang Panjang
N — SPMW/ Standar Terael KK Target Rensta Setcako Tahun ke Realisasi Capaign Rasb Capaian pada ahun ke Caiatan
0 = Nasonal ¢ Tahun 2014 | Tahun 2015 Tahun2016_| Tahun2014 | Tehun2016 | Tahun2016 | Tahunait4 | Tahun2015 | Tahun2016 | Anakss
1 |pengadean tanah untuk pembangunan 3 lokasi 2 lokesl
2 paket
2 |Penyelesalan masalah tanah yang S 1 maselah P& M mesalen
dilaksanakan
3 |Penatasn Batas kelurahan di Kota 16
Padang Panjeng S—— 8 Kelurahan 8 Kelurahan |16 kelurahan |8 Kelurahan |8 Kelurahan
4 [Jumleh sekolah sehat yang dibina TK:1 K1 TK: 1 T«:2 TK: 1 TK: 1
SD: 1 SD: 1 SD: 1 SD:2 SD:1 SD:1
SMP : 1 SMP: 1 SMP; 1 SMP: 2 SMP ;1 SMP :1 -
SMA : 1 SMA : 1 SMA: 1 8MA: 2 SMA : 1 SMA : 1
(4 sekolah)| (4 sekolah) (4 sekolah) | (Bsekolah) | (4sekolah) | (4 sekolah)
5  |Jumlah peringatan hari-hari beger 8 HBI 8 HBI 8 HBl 8 HBI 8 HBl 8 HBI i
Islam
6 éun:::?mgegbmn Keagemean yang Okedali 3 keglatan 5 keglatan 2 kegiatan 11 kegiatan | 6 kegiatan
7 [Meningkatiya jumleh zaket dan 2.8 Milyar | 2.8 Milyer 3Milyer | 2.822.145.487 |Rp.3.4 Milyar| Rp.3.792 ]
sedekah yang dikumpulkan BAZ Milyar
8  |Jumlah Perda yang ditetapkan 8 Perda 8 Perda 8 Perda 10 Perda 13Perda | 11Perda -
9 jlig\t::\k:fﬂﬂmn Kepala Daerah yang 20 Pervako 20 Perwalto \SPerweko |28 Perwako 26 Perwake 50 Pernako i
10 [Terdokumentasinya dan 3 Dokumen| 3 Dokumen 2Dokumen | 3Dokumen | 3Dokumen | 2 Dokumen
terseberluasnya peraturan perundang-
undangan dan produk hukum deerah
11 [Penyuluhan Hukum ) 4 kall kegiatan ) 4 kall
4 kegiatan 4 j(egiatan J kegiatan \ \ \ . \ -
12 |Leporen RANHAM 2Laporan | 2 Leporan | {Laporan | Oleporen | | I |
13 |Tersedianya dokumen LAKIP den Dokumen{5 Dokumen 5Dokumen |6 Dokumen |5 Dokumen |5 Dokumen
Penetepan Kinerja, LKPJ dan LPPD )
% SKPD yang telah menyampaiken a " )
14 laporan 8P 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
15 Nilal IKM Baik Balk Baik Baik Baik Sangat Baik N |
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16 |Meningkatya  persentase  SKPD
yang mendapatkan nilai sangat baik 75% 5% 5% 74,38% 62,96% 54,25% -
dalam evaluasi kinerja
17 |Terlaksananyé koordinasi dan monev 16 16 Kelurahan 16 Kelurahan |16 Kelurahan |16 Kelurahan |16 Kelurahan i
penyaluran RASKIN Kelurahan
18  |Terlaksananyé kejian perusahaan 2 kejlan 2 kajian
daerah
19 Tedaksananya. . koordinasl S nsker 2 rakor dan'1 —_— . 2 rakor dan 1 o
pengendalian inflasi daerah soslelieasi sosialisasi
20 |Teriakserany evaluasi  kegiamn 11 bulan 11 bulan 11 bulen | 11 bulen N
pembangunan
21 Mgnlngkatnya nilai rata-rata evelussl 75% 80% 86% 73,22% 96,78 97.82 %
fisik keglatan '
22 |Meningkafiya pengetahuan PA, KPA,
paniia pejabat pengadaan serta PPK
pengedasn barang  den  [asa 80% 90 orang 90 orang 2% 90 orang 90 orang -
Pemerintah
23 |Meningkatnya persentase registasi 100% 100% 90% 100% 100% 100% 100% 100%
dan verifkasi proses pengadaan —
barang dan jasa Pemerintah oleh
LPSE
24 |Meningkathya persentase  jumlah 95% 100% 80% 100% 100% 100% 100% 100%
panita pejabat pengadeen PPK 90%
dalem mengoperasionalkan LPSE
25  |Terlaksananyé pendidikan/ sosiellsasi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
LPSE, SIRUP dan monev online
~3Medi) o5 \odia cetek |35 Media Cetak| 44 Media | O Modi 49 Med :
Penyeberluagan informasi  keglatan - B e L
26 |Pemerintah Daerah melalui Media o -oh S al o RS W, | - Pc 1
- 3 stasiun n ) =3stsiun | -2 stesiun |2 stesiun
Massa .. |- 3steslun elevisi |3 stasiun bleml\— yo » \ \ \ - \
televisi televisi tolevigi  |televsi
- 2 radio -2redio  |2radio | -2rdio | -2radio [2radio | | - 1 - 1
-2TSKPD| -278KPD forskPD | -7 SKPD -2 SKPD SKPD [27SKPD | | R
Terbentuknya Pejabat  Pengelola -1 . .
27 |Informesi dén Dokumentasi (PPID) Sekreteriat| ! S;:rsmat :(Fs’zkretnnat 18:??"51\ Sekretariat :(:Jkretanat \ \ X
serta PPID pembantu (%) KPU KPU
-15UPTD__|15UPTD - -15UPTD [15UFTD | N T
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8informasi| - 10informasi |0informasi | @ informesi o 10 informsi
berkal
berkala berkdla  [berkdla berkala bercl erkala
e NPT B N
8informasi| - 10iformasi |10infomasi | informasi | 10informasi
Ditetapkannya Dafar Informasi Publk . \ ) informas| P
i) o sefiap saat|  sefiap saet [sefapsaat | sefiep saat sl ad sefiep saa
inb}riasi - 2 informas serta |2 informasi | - 2 informasi | - 2 informes} |2 infomasi
meda  (sertamerta | sedamera | setameda {setameria
serta merta
Jumlah kegletan yang dihedii Kepala 100 . . . ; .
. oglelan | 100 Kegiatan {112 kegiatan | 411 Kegiatan| 180 Kegiatan
8 Daerah/Wakil Kepala Dagrah kegiatan g % !
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